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PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa bantuan hukum di lingkungan Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia diberikan dalam rangka
menghadapi permasalahan hukum yang timbul sesuai
dengan lingkup tugas dan fungsinya;

b. bahwa pemberian bantuan hukum perlu dilakukan
secara terkoordinasi agar terciptanya pemberian bantuan
hukum secara tertib dan terintegrasi di lingkungan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
tentang Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

—

Mengingat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
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Menetapkan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 186);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TENTANG PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Bantuan Hukum adalah pemberian layanan hukum oleh
Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan
Hukum yang menghadapi masalah hukum dalam
melaksanakan tugas dan fungsi kementerian.

Pemberi Bantuan Hukum adalah Biro Humas, Hukum
dan Kerja Sama beserta Tim Bantuan Hukum.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.



10.

11.
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Unit Kerja Kementerian adalah satuan kerja yang berada
di lingkungan kementerian.

Penerima Bantuan Hukum adalah Menteri, Mantan
Menteri, Pejabat, Pegawai, Mantan Pejabat, Pensiunan
dan Unit Kerja Kementerian.

Pemberi Kuasa adalah Menteri atau Pejabat pada Unit
Kerja Kementerian.

Penerima Kuasa adalah Pejabat, Pegawai Unit Kerja
Kementerian dan/atau Jaksa Pengacara Negara.

Tim Bantuan Hukum adalah Tim yang terdiri dari Unit
Kerja Kementerian.

Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang
dilakukan melalui jalur pengadilan untuk
menyelesaikannya.

Non Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum
yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk
menyelesaikannya.

Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Pemberian bantuan hukum meliputi:

a. Bantuan Hukum Litigasi; dan

b. Bantuan Hukum Non Litigasi.

(1)

(2)

Pasal 3
Pemberian Bantuan Hukum Litigasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan dalam
penanganan perkara:
a. Pidana;
b. Perdata; dan

c. Tata Usaha Negara.

Pemberian Bantuan Hukum Non Litigasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:

a. Konsultasi Hukum;

b. Investigasi Kasus; dan

c. Pendapat Hukum.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

BAB II
PERMOHONAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 4

Pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 dilakukan berdasarkan permohonan.
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan secara tertulis kepada Menteri melalui
Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Biro
Humas, Hukum dan Kerja sama.
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling
sedikit memuat:
a. identitas pemohon yang terdiri atas:

1. nama;
. umur;
. tempat tanggal lahir;

. alamat; dan

ua o W N

. nomor telepon/handphone.

b. uraian singkat mengenai pokok permasalahan.
Dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) harus melampirkan dokumen persyaratan
paling sedikit:

a. Kartu Tanda Penduduk

b. Kartu Pegawai; dan/atau

c. Surat Keputusan Pensiunan.

Pasal 5

Setiap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 dilakukan pemeriksaan oleh Biro Humas, Hukum dan
Kerja sama.

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan terhadap kelengkapan dokumen permohonan.
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari

terhitung sejak tanggal dokumen diterima.



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)
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Pasal 6

Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal S terdapat kekurangan kelengkapan
dokumen persyaratan, Biro Humas, Hukum dan Kerja
sama memberitahukan kepada Pemohon untuk
dilengkapi.

Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan baik secara elektronik maupun non
elektronik.

Pemohon wajib melengkapi kekurangan dokumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka
waktu paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak tanggal
pemberitahuan diterima.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), pemohon tidak melengkapi dokumen
persyaratan, permohonan dinyatakan tidak dapat

diterima.

Pasal 7

Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 dinyatakan lengkap, pemohon bantuan
hukum diberikan Bantuan Hukum.

Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima
Kuasa.

Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
melaksanakan kuasa sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan

BAB III
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM LITIGASI

Pasal 8

Bantuan Hukum Litigasi pidana sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a tidak termasuk dalam perkara:

a. tindak pidana narkotika; dan

b. tindak pidana terorisme.



